
BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR ,Ib TAHUN 2OL4

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

:a.bahwaunttrkmelaksanakanketentuanPasal16
PeratrrranMenteriDalamNegeriNomor4Tahun2oo7
tentang p"Jo*"" Pengelolaan Kekayaan Desa perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pengelolaan KekaYaan Desa ;

b. bahvra untuk memenuhi maksud sebagaimana humf a
diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

Menimbang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 Tentang
pembeitut<an Kabupaten Katingan, Kabupaten sentyan,

KabupatenSukamara,KabupatenLamandau,Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Rrlang Pisau' Kabupaten

uurusri Raya'44n rab.uralsn Barito Timu-r di Prqvinsi

Kalimantan" Tengah (-Lembaran Negara Reprrblik

Indonesia Tahun ZAOZ I,iomot 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang

PemerintahanDaerah{IrmbaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara-RepublikIndonesiaNomor44s7l.seba-gaimena
tedrr diulah dEngan undang-Undang Nomqr I Tahun

2OOS tentang i".it o, pemLrintah Pengganti _Undang-
undang Norrior 3 Tahun 2oo5 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadr undang-undeng
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20oS
Nomor tOA, iambahan Iembaran Negara - Republik
Indtrl}esia $io*or 4548), sebagaimana tel,ah diubah

denganUrrdang-UndangNomor12Tahun2ooStentang
penil:aha* KeJua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun

}OC}4 tentang Pemerintehan rlaerah {Ixmbaran l*cgara

Reputlik hficnesia Tahun 28Q$ Nor:rlr' &, Taarbaha.n

I,e.rnbaranNegaraRepubliklndcrrtesiaNomoraSaa};



3. Undang Undang Nomor t2 Tahun 2011 Tentang

Pembeitukan Perahrran Perundang-undangan
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun20ll
illo*o, 82, ta;Uafran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ) i

4.Undang_UndangNomor6Tahun2oL4TentangDesa
(Lembian Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
illo*o,. T, tamUafra' 6mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( kmtaran Negara

nepirUtit< Indonesia Tahur, 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OAif Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a7371 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun
2OO7 Tentang Keuangan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2OOT Nomor 10 ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2OO8 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kahupaten Katingan
( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8

Nomor 3 ) ;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun

2OLg Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2ot4 ( Lemharan Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31 ) ;

lo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2oa7
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Menetapkan : CARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

perangkat daeratr sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Z. pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA
PENGELOI"AAN KEKAYAAN DESA.



3.

4.

5.

6.

pembanhlarl dengan prinsip Negara Kesatrran Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945.

Kecamatan adatah wilayah kerja camat sebagai perangkat daeratr

kabupaten dan daerah kota'

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

Pemerintatran Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah Desa dan Badan perrnusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesahran Republik Indonesia.

Pemerintatr Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa

dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

7. Badas Permusyawaratal Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa'

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanall, pemeliharaan,

penghapusan, pemindah-tanganal, P€tratausahaan, P€flilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian'

Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli

Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belar{a

Desa atau perolehan hak lainnya yang sah'

10. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan,

dan titisara.

swadaya masyarakat adalatr kemampuan dari suatu kelompok

masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar

kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jatska panjang

yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah

melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat

sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan

pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun

berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama

baik materil mauPun sPiritual.

penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang

tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk

diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha MiUk

Desa, badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang

dimiliki oleh Desa atau Daerah.

8.

9.

11.

L2.

13.



t4.

r.5.

16.

L7.

18.

t9.

Inventarisasi adalah kegiatan unhrk melakukan pendataan' pencatatan

dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa'

perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

Kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan

yang akan datang.

Pemanfaatan adalah pendayagUnaan Kekayaan Desa yang tidak

dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan'

dan bangun seratr guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah

statrrs KekaYaan Desa.

Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jalgka

waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.

pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar

Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan

dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali

kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan'

Kerjasama pemanfaatan adalatr pendayagUnaan Kekayaan Desa oleh

pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan

penerimaan Desa but<an p4iak dan sumber pembiayaan lainnya-

Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya

diserahkan kembali tanah beserta bangunan. dan/atau sarana berikut

fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu'

Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa benrpa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan

unttrk didayagunakan oleh pihak lain tersebut datam jangka waktu

tertentu yang disePakati.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah

hrsat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh

penggantian.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

a. tanah kas desa ;

b. pasar desa;

20.

22.

21.

(1)



c. pasar hewan ;

d. tambatan Perahu ;

e. bangunan desa;

f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa dan ;

g. lain - lain kekaYaan milik Desa'

(21 Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa /Daerah;

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari

pihak ketiga ;

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

dan lain-laii sesuai dengan peraturan pertrndangan yang berlaku ;

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah ;

f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

KabuPatenfKota' ;

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat ; dan

h. hasil kerjasama desa.

Pasal 3

(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa-

(21 Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas narna desa'

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 4

1) pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukgm, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian

nilai.

(21 Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

meliputi :

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;

b. pengadaan;

c. penggunaan ;

d. pemanfaatan ;

e. pengamanan dan Pemeliharaan ;

f. penilaian ;



g. pemindahtanganan ;

h. penghaPusan;

i. penatausahaan ;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian'

(3) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna unturk

meningkatkan PendaPatan desa'

(4) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mendaPatkan Persetujuan BPD'

Pasal 5

Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

BAB TV

PE.IABAT PENGELOI,AAN KEKAYAAN DESA

Pasal 6

(U Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Kekayaan Desa.

(Zl pemegalg kelnrasaan Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud

aYat (1) memPunYai \ilewenang :

a', menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan Desa ;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan

tanah dan bangunan ;

c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan Desa ;

d. mengajukan usul pemindahtanganan kekayaan Desa yang

memerlukan persetujuan BPD ;

e. menyehrjui usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa

sesuai batas kewenangannya ;

f. menyehrjui usul pemanfaatan kekayaan Desa selain tanah dan/atau

bangunan.

(g) Sekretaris Desa sebagai Pejabat Pengelolaan Kekayaan Desa.

(4) Sekretaris Desa sebagaimana pada ayat (3) berwenang dan bertanggung

jawab :

a. mengurus dan menyimpan kekayaan Desa ;

b. merencanakan kebuhrhan pengadaan kekayaan Desa ;

c. merencanakan kebutuhan pemeliharaan f perawatan kekayaan Desa ;



d. mengatur pelaksanaalt pemanfaatan' penghapusan dan

pemindah tanganan kekayaan desa yang telah disetujui oleh Kepala

Desa d.an mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur ;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi kekayaan

Desa ;

f. melaporkan perkembangan data kekayaan Desa'

BAB V

PERENCANAANKEBUTUHANDANPENGANGGARAN
Pasal 7

(1) perencanaan kebutuhan kel<ayaan desa disusun dalam rencana kerja dan

Anggaran Pend.apatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan

ketersediaan barang milik Desa yang ada'

(21 perencanaan kebutuhan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar

harga.

(g) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditetaPkan oleh KePala Desa'

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 8

(1) pengadaan adalah setiap kegiatan unhrk mendapatkan kekayaan desa

dengan casaPembelian.

(2) pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan

Yang berlaktr.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 9

(1) penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola

Kekayaan Desa dalam mengelola dan menatausahakan barang milik desa

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(21 Status penggunaan kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.



Pasal 10

(1) Penetapan status Penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud

dalam pasal g dilakukas dengan cara Sekretaris Desa mengusulkan

penetapan status penggunaan kekayaan desa kepada Kepala Desa untuk

ditetapkan Keputusan Kepala Desa'

(21 Penetapan status penggunaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam rangka penyelenggara€rn tugas pokok dan fungsi

Pemerintatran.

Bagian Pertama

Jenis Pemanfaatan

Pasal 11'

(1) Jenis Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa :

a. sewa;

b. Pinjam Pakai ;

c. kerjasama Pemanfaatan ; dan

d. bangun serah guna dan bangun guna serah'

l2l pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat

(21 dikecualikan tanah dan/atau bangunan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Desa-

Bagran Kedua

Sewa

Pasal 12

(1) pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal lt huruf a dilakukan atas pertimbangan :

a. mengunhrngkan desa ;

b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis

kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) jangka waktu pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b bempa tanah kas desa paling lama 1 ( sahr ) tahun dan

dapat diperPanjang

(3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat

perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. obyek Perjandian sewa menyewa;



c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban Para Pihak;

e. penyelesaian Perselisihan;

f.keadaandiluarkemampuanparapihak(forcemajeure);dan
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian'

Bagian Ketiga

Pinjam Pakai

Pasal L3

(u Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan

Pemerintah Desa.

l2l Piqjam pakai sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan

bangunan.

(3) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetqiuan Kepala Desa'

{4) Jangka waktu pinjarn pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat

diperpanjang.

(5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang

sekurang-kurangnYa memuat:

a. pihak-pihak yaog terikat dalam perjanjian;

b. obyek Perjanijian Pinjam Pakai;

c. jangka waktu;

d. hak dan kewajiban Para Pihak;

e. penyelesaian Perselisihan;

f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian KeemPat

Kerja sarna

Pasal 14

(1) pemanfaatan Kekayaan Desa berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 1 Huruf c dilakukan atas dasar :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa;

b. meningkatkan PendaPatan desa.



(21 Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

(3) Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketenftran

sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk

memenuhi biaya operasional pemeltharaanlperbaikan Kekayaan Desa;

b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah

mufakat antara KePala Desa dan BPD;

c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetqiuan BPD;

d. tidak dibolehkan menggadaikanlmemindatrtangankan kepada pihak

lain; dan

e. jangka waktu pating lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan

desa dan daPat diPerPanjang;

(4) Kerjasama pemanfaa.tan Kekayaan Desa dilalnrkan dengan surat

perj anjian ked asama sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat datam perjanjian ;

b. obyek Perjanjian Pinjarn Pakai ;

c. jangka waktu ;

d. hak dan kewajiban Para Pihak ;

e. penyelesaian Perselisihan ;

f. keadaan diluar kemampuan para pihak ( force mqieure ) ; dan

g. peninjauan pelaksanaan pedanjian'

Bagian Kelima

Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

Pasal 15

pemanfaatan Kekayaan Desa bempa bangun serah guna dan bangun guna

serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, hurrf d dilakukan atas

dasar :

a. pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bag

penyelenggaraan pemerintahan desa unhrk kepentingan pelayanan

umum;
b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan

fasilitas.

Pemanfaatan kekayaan desa sslegaimana dimaksud pada ayat (t)

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ijin terhrlis dari

Bupati dan ditetapkan dalam perattrran desa.

(1)

(21



(3) Jangka waktu pemanflaatan kekayaan desa bempa bangun serah guna dan

bangun guna serah paling lama 2O tahun dan dapat diperpanjang setelah

terlebih dahulu dilakr:kan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala

Desa.

(4) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada

pemerintahan desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.

(5) Pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun serah guna dan bangun guna

serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya

memuat :

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;

b. obyek Perjanjian Prqiarn Pakai ;

c. jangka waktu ;

d. bagi hasil usaha yang layak dan wqiar ;

e. hak dan kewajiban Para Pihak ;

f. penyelesaian Perselisihan ;

g. keadaan diluar kemampuan para pihak ( force majeure ) ; dan

h. pemnjauan pelaksanaan pedanjian'

Pasal 16

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan penerimaan desa'

tzl Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya

disetorkan pada rekening desa / kas desa'

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 17

(1) Kepala Desa wajib melakukan pengam€man kekayaan desa yang berada

dalam penguasaannya.

(21 pengamaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.



Pasal L8

(1) Kekayaan desa berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah

Desa yang bersangkutan'

t2) Kekayaan desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan'

Pasal 19

Bukti kepemilikan kekayaan desa wajib disimpan dengan tertib dan aman'

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 2O

(1) Pemeliharaan kekayaan desa berpedoman pada Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang ( DKPB).

(21 Biaya pemeliharaan kekayaan desa dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Desa.

BAB X

PENII,AIAN

Pasal 2 1

(1) penilaian kekayaan desa dilakukan dalam rangka mengetahui nilai aset

desa.

(21 Penetapan nilai kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan d.engan berpedoman peraturan perundang-undangan'

Pasal 22

(l) Penilaian kekayaan desa berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka

pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan

oleh Kepala Desa, dan / atau Kepala Desa dapat melibatkan penilai

independen yang ditetapkan oleh Kepala Desa'

(2) Penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakap untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah

menggunakan NJOP.

(3) Hasil penilaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan oleh kepala desa.



BAB xI
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Pertama

Bentuk dan Persehrjuan

Pasal 23

Bentuk pemindahtanganan atas kekayaan desa meliputi :

a. penjualan ;

b. tukar menukar ;

c. hibah.
Pasal 24

(1) Pemindahtanganan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

untuk :

a. tanah danlatau bangunan ;

b. selain tanah dan/atau bangunan'

(21 Pemindah tanganan kekayaan desa berupa tanah dan /atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan

persetujuan BPD aPabila :

a. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangUnan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran ;

b. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekgatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

(3) Pemindah tanganan kekayaan desa bempa tanah dan /atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tjin

tertulis dari Bupati dan Gubernur, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

atau;
b. diperuntukkan bagr kepentingan umum'

(4) Pemindahtanganan kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang bernilai lebih dari

Rp. S.OOO.OOO,- ( lima juta rupiah ) dilakukan setelah mendapat

persetujuan BPD.



(5)

(6)

17l

yang dimaksud haIls dihapuskan karena anggaran unhrk bangunan

pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bangunan yang terdiri diatas tanah

tersebut dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan ban. diatas

tanah yang sama ( rekonstmksi ) sesuai dengan alokasi anggaralr yang

telah disediakan dalam dokumen penganggaran'

Yang dimaksud dikgasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan

ketenhran penrndang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat {21

hunrf b adalah kekayaan desa yang ditetapkan sebagai pelaksanaan

perundang-undangan karena adanya kepuhrsan pengadilan atau

penyitaan.

Yang dimaksud sudah tidak sesuai dengan tata mang wilayah atau

penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah lokasi

tanah dan atau bangunan milik desa dimaksud terjadi perubahan

peruntukan danlatau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari perunttrkan

wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan, sedangkan tidak

sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan latalu bangunan

milik desa dimaksud perlu dilaktrkan penyesuaian, yang berakibat pada

perubahan luas tanah dan /atau bangunan tersebut.

(8) YanS dimaksud diperuntukkan bag kepentingan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kegiatan yang merryangkut

masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan

pembangunan. Kategori bidang - bidang kegiatan yang termasuk untuk

kepentingan umum antara lain :

a. jalan ulnum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih

dan/atau saluran Pembuangan air ;

b. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran

irigasi;

c. rumah sakit umum dan pusat - pusat kesehatan masyarakat ;

d. pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal ;

peribadatan;

pendidikan dan sekolah ;

pasar umum ;

fasilitas pemakaman umum ;

fasilitas keselamatan umum seperti antar:a lain tanggul

penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain - Iain bencana ;

pos dan telekomunikasi ;

e.

f.

oD'

h.

i.

j.



k. sarana olahraga ;

l.stasiunpenyiaranradio,televisibesertasaranapendukungnyauntuk
lembaga PenYiaran Publik ;

m. kantor pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa' perwakilan

Negara asing, Perserikatan Bangsa - Bangsa, lembaga internasional

dibawahnaunganPerserikatanBangsa-Bangsa;

n. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

o. Rumah susun sederhana ;

P. TemPat Pembuangan samPah ;

q. Cagar alam dan cagar budaYa ;

r. Pertamanan ;

s. Panti sosial ;

t. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 25

(1) Penjualan kekayaan desa berupa tanah dan /atau bangunan dilaksanakart

dengan pertimbangan :

a. secara ekonomis lebih menguntungkan desa apabila dijual ;

b. unhrk peningkatan pelayanan masyarakat di desa ;

c. untuk memenuhi kebuhrhan operasional Pemerintah Desa sebagai

akibat pengembangan organisasi ;

d. tanah dan/atau bangunan Pemerintah Desa yang sudah tidak cocok

lagi dengan pemntukkan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya

sudah tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas ;

e. belum dimanfaatkan secara optimal dan ;

f. menyatukan barang / kekayaan desa yang lokasinya terpencar unhrk

memudahkan koordinasi dan dalam rangka efisiensi ;

g. dana untuk keperluan memenuhi kebuttrhan Pemerintah Desa tidak

tersedia dalam APB Desa.

l1l penjualan kekayaan desa selain tanah dan /atau bangunan dilaksanakan

dengan pertimbangan :

a. untuk dioptimalkan kekayaan desa ; dan

b. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.



Pasal 26

(1) Pelaksanaan penjualan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 25, pemerintah desa membentuk panitia penaksir dengan keputusan

Kepala Desa.

(21 Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaan berasal

dari unsur Pemerintah Desa. Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan'

(3) Komposisi panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas :

a. unsur pemerintah desa maksimal 20 o/o 
;

b. unsur lembaga desa maksimal 40 o/o dan ;

c. tokoh masyarakat desa maksimal 4A o/o'

(a) Tugas panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. meneliti bukti penguasaan atas kekayaan desa berupa tanah dan /atau

bangunan atau selain tanah dan /atau bangunan yang akan dijual

serta meneliti Administrasi calon tanah penggantinya I atau

penukarnYa ;

b. meneliti kenyataan lokasi dan keadaan linglmngan tanah dan /atau

bangunan ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan

pemerintah desa ;

c. memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat mengenai

rencana dan tujuan penjualan kekayaan desa melalui tatap muka agar

dapat diketahui oleh seluruh masyarakat ;

d. mengadakan musyawarah dalam rangka penetapan bentuk dan/atau

besarnya ganti rugr ;

e. meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga ;

t membuat Berita Acara Penaksiran ;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa baik diminta

maupun tidak terhadap hal - hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

penjualan kekaYaan desa ;

Pasal27

(1) Perhihrngan penaksiran nilai ganti rugi berupa tanah harus

menguntungkan Pemerintah Desa dengan memperhatikan harga pasar

setempat dan atau Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ).



tzl Perhitungan perkiraan nilai bangunarr ditaksir berdasarkan nilai

bangunan pada saat pelaksanaan penaksiran dan hasihaya dikurangi

dengan nilai susut basgunan yang diperhihrngkan jumlah umtr bangunan

dikalikan dengan :

a. 2 % unhrk bangunan Permanent ;

b. 4 o/o untuk bangUnan semi permanent ;

c. 10 % untuk bangunan yang darurat'

Dengan ketentuan maksimal susutnya sebesar 80 o/o dari nilai taksiran'

Pasal 28

Penggunaan uang ganti rugt penjualan kekayaan desa berurpa tanah dan /atau

bangunan diatur sebagai berikut :

a. untuk pengadaan tanah pengganti minimal senilai dengan tanah yang

dilepas;

b. untrrk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangqnan

dan pembinaan kemasyarakatan desa ;

c. unhrk biaya honorarium panitia, biaya administrasi dan operasional

panitia sebesar 4 %o ( empat per serahrs ) dari hasil penerimaan hasil ganti

rugi.

Pasal 29

pembelian / pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam

pasal 28 huruf a dilakukan oleh Panitia Penaksir'

pembelian / pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) lebih baik produktivitasnya dan berlokasi didesa setempat dan dicatat

dalam daftar inventaris kekayaan desa.

Pasal 3O

(1) prosedur / Tata, cara pelaksanaan penjualan kekayaan desa bempa tanah

dan fata,u- bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (U

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. sekretaris desa mengajukan usul penjualan tanah dan /atau bangunan

kepada Kepala Desa berdasarkan perencanaan desa dan/atau adanya

permohonan dari Pihak Ketiga ;

(1)

(21



b. atas usul penjualan tanah dan /atau bangunan sebagaimana dimaksud

hurrrf a Kepala Desa membenflrk Tim Penaksir dengan keputtrsan

Kepala Desa yang tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 26 aYat (41 ;

kepala desa bersama panitia penaksir mengadakan musyawarah desa

bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat unhrk membahas rencana

Penjualan Kekayaan Desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai

bahan dalam pen]rusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa ;

kepala desa mengajukan permohonan persehrjuan rancangan

keputusan Kepala Desa tentang penjualan tanah dan /atau bangunan

desa yang memuat ( Pihak yang akan menerima Penjualan I pelepasan,

luas, kelas, persil atau data tanah yang akan dliual, Nilai Penaksiran/

besaran ganti rug, rencana penggunaan dan persyaratan lain yang

dianggap perlu ) kePada BPD.

e. atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf d, BPD melakukan

pembahasan, apabila menyehrjui terhadap rEmeangan Keputusan

Kepala Desa dan selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan ijin

pelaksanaan penjualan atas tanah dan /atau bangUnan desa kepada

Bupati Katingan lewat Camat, dengan dilampiri :

1. kepuhrsan kepala desa tentang pembentukan panitia penaksiran

harga atas tanah dan /atau bangunan desa ;

2. rancangan keputusan kepala desa tentang penjualan atas tanah

dan /atau bangunan desa ;

3. berita acare- musyawarah BPD tentang pembahasan rancangan

keputusan kepala desa tentang penjualan tanah dan latau

bangunan desa ;

4. rekomendasi badan perrnusyawaratan desa tentang Persetujuan

rancangan keputusan desa tentang penjualan tanah dan latau

bangunan desa ;

5. daftar inventarisasi tanah kas desa ;

6. turunan letter c dan/atau foto copy sertifikat tanah / SPPT tanah

kas desa yang mau dijual maupun calon tanah penggantinya ;

7. gambar lokasi tanah kas desa dan calon tanah penggantinya ;

8. gambar situasi tanah kas desa dan calon tanah penggantinya ;

g. berita acara kesepakatan atau persehrjuan warga terhadap

pelepasan tanah dan/atau bangunan desa ;

10. surat pernyataan kepala desa tentang statrrs tanah kas desa dan

calon tanah Pengganti ;

c.

d.



f. sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan desa' camat

meneliti administrasi / berkas, pengecekan lokasi terhadap

permohonan kepala desa kepada Bupati disertai rekomendasi atas

permohonan tersebut ;

g. dalam rangka pemberian persehrjuan din penjualan tanah dan /atau

bangunan desa, Bupati melalui Tim Verilikasi Tanah Kas Desa

melakukan pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut;

h. setelah diadakan pengecekan sebagaimana dimaksud huruf g dan

memenuhi segala persyaratan secara administrasi maka unhrk

selanjutnya Bupati mengajukan permohonan rjin pelaksanaan

penjuatan tanah dag /atau bangUnan desa kepada Gubernur' dengan

disertai rekomendasi persetuLjuan bupati dilampiri persyaratan

sebagaimana dimaksud huruf f ;

i. setelah mendapat persetqiuan Gubernur, rancangan Keputtrsan Kepala

DesaditetapkarrmenjadiKeputusanKepalaDesa;
j. pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan setelah keputusan

Kepala Desa tentang penjualan tanah dan latau bangUnan desa

ditetapkan dan dananya langsung disetorkan ke Kas Desa sebagai

sumber pendapatan desa yang penggunaalr ganti nrginya dengan

mekanisme APB Desa dengan berpedoman pada keputusan Kepala

Desa tentang Penjualan tanah dan /atau bangunan desa ;

k. melaporkan seluruh proses pelaksanaan pelepasan tanah kas desa dan

hasilnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah

ditetapkannya keputusan Kepala desa'

tzl Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti

harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 31

(1) Tukar menukar kekayaan desa dilaksanakan dengan pertimbangan :

a. untuk optimalisasi kekayaan desa ;

b. untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa sebagai

akibat pengembangan organisasi ; dan

c. tanah dan /atau bangunan Pemerintah Desa sudah tidak cocok lagi

dengan peruntukkan, tanah dan bangunannya tidak efektif lagi untuk

kepentingan dinas.



(2) Tukar menukar kekayaan desa dapat dilalmkan :

a. pemerintah desa dengan pemerintah pusat;

b. pemerintah desa dengan pemerintah daerah ;

c. pemerintah desa dengan pemerintah desa ;

d. pemerintah desa dengan badan usaha milik Negara / daerah atau

badan hukum milik pemerintah Lainnya ;

e. pemerintah desa dengan swasta / perorangan'

Pasal 32

(1) Tukar menukar kekayaan desa dapat berupa :

a. tanah dan latau bangUnan yang masih dipergunakan unflrk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa tetapi

tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;

b. kekayaan d.esa selain tanah dan /atau bangunan'

(21 Penetapan kekayaan desa bempa tanah dan /atau bangunan yang akan

dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

oleh KePala Desa.

(3) Tata cara pelaksanaan tukar menukar sebagaimana pada ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pihak ketiga mengajukan permohonan hrkar menukar ditt'liukan

kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dengan dilampiri :

1. apabila pemohon orang perseorangan disertakan pula :

a. foto coPY KTP Pemohon ;

b. foto copy sertifikat atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari

Pejabat yang berwenang atas penguasaan tanah penukarnya ;

c. pernyataan kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon untuk

menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tukar

menukar atas tanah kas desa.

b. sekretaris desa mengajukan usul tukar menukar tanah dan latau

bangunan kepada Kepala Desa berdasarkan perencaaan desa ;

c. atas usul tukar menukar tanah dan latau bangunan sebagaimana

dimaksud h111a11 a dan/atau b kepala desa membentuk Tim Penaksir

dengan keputusan Kepala Desa yang tugas pokok dan fungsinya

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (41 ;



d.

e.

kepala desa bersama panitia penaksir mengadakan musyawarah desa

bersama Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat unhrk membahas rencana

tukar menukar kekayaan desa dan hasil musyawarah tersebut sebagai

batran dalam penjrusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa I

kepala desa mengajukan permohonan persetujuan rancangan

keputusan kepala desa tentang hrkar menukar tanah dan /atau

bangunan desa yang memuat ( Pihak yang akan menerima hrkar

menukar, lltas, kelas, persil atau data tanah yang akan ditukar, Nilai

penaksiran dan persyaratan lain yang dianggap perlu ) kepada BPD ;

atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, BPD melakukan

pembahasan, apabila menyetujui terhadap rancangan keputusan

kepala desa maka dittrangkan dalam keputusan BPD tentang

persetujuan rancangan kepuhrsan kepala desa dan selanjutnya kepala

desa mengajukan permohonan ijin pelaksanaan hrkar menukar atas

tanah dan /atau bangunan desa kepada Bupati Katingan lewat Camat

dengan dilamPiri :

1. keputusan kepala desa tentang pembentqkan panitia penaksiran

harga atas tanah dan /atau bangunan desa ;

2. reulcangan keputusan kepala desa tentang tukar menukar atas

tanah dan /atau bangunan desa ;

3. berita acara musyawarah BPD tentang pembahasan rancangan

keputusan kepala desa tentang hrkar menukar tanah dan /atau

bangunan desa ;

rekomendasi badan perrnusyawaratan desa tentang persetujuan

rancangan keputusan desa tentang hrkar menukar tanah dan

latau bangunan desa ;

daftar inventarisasi tanah kas desa;

turunan letter c dan/atau foto copy sertilikat tanah / SPPT tanah

kas desa yang mau dihrkar maupun tanah penukarnya ;

gambar lokasi tanah kas desa yang mau ditukar maupun tanah

penukarnya;

gambar situasi tanah kas desa yang mau dihrkar maupun tanah

penukarnya;

berita acara kesepakatan atau persetujuan warga terhadap tukar

menukar tanah kas desa ;

surat pernyataan kepala desa tentang status tanah kas desa dan

calon tanah pengganti ;

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



1 1. surat peHryataan kesanggupan bermeterai cukup bagi pemohon

untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan

tukar menukar atas tanah kas desa'

sebelum memberikan rekomendasi atas permohonan desa, camat

meneliti administrasi I berkas, pengecekan lokasi terhadap

permohonan desa tersebut dan memfasilitasi seperlunya, kemudian

meneruskan permohonan kepala desa kepada Bupati dengal disertai

rekomendasi atas permohonan tersebut ;

dalam rangka pemberian persetujuan ljin fukar menukar tanah kas

desa, Bupati melalui Tim verifikasi Tanah Kas Desa melakukan

pengecekan dan penelitian terhadap permohonan tersebut ;

apabila setelah dilakukan pengecekan dan penelitian sebagaimana

dimaksud huruf h telah memenuhi persyaratan, untuk selanjutnya

Bupati mengajukan permohonan ijin pelaksanaan ttrkar menukar hak

atas tanah dan latau bangunan desa kepada Gubernur, dengan

disertai rekomendasi Bupati dan dilampiri persyaratan sebagaimana

dimaksud huruf f ;

setelah mendapat persehrjuan Gubernur, rancangan keputusan kepala

desa ditetapkan menjadi keputusan kepala desa dan untuk selanjutnya

Kepala Desa melaksanakan firkar menukar tanah kas desa atau

bangunan yang akan ditukar ;

pelaksanaan tukar menukar disyaratlan lokasi calon tanah penukar

safir desa sedangkan luasan, kualitas dan produktivitasnya senilai

serta pemerintah desa mendapatkan kompensasi dari proses hrkar

menukar tersebut ;

melaporkan selunrh proses pelaksanaan flrkar menukar tanah kas desa

dan hasilnya kepada Bupati selambat-lambatnya 3 bulan ditetapkannya

keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 33

(1) Hibah kekayaan desa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan

sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan'

(21 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat

sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia Negara ;

ott'

h.

1.

J.

k.



b. bukan mempakan barang yang menguasai hqiat hidup orallg banyak ;

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

dan penyelenggaraan pemerintahan'

Pasal 34

(u Hibah kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1)

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.sekretarisdesamengajukanusulanhibahkepadakepaladesadisertai
alasan / pertimbangan dan kelengkapan data ;

b. kepala desa meneliti dan mengkqii berdasarkan pertimbangan dan

syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ;

c. apabila memenghi syarat sesuai peraturan yang berlalan, kepala desa

dapatmempertimban*anuntukmenyetujuisesuaibatas
kewenangannya;

d. sekretaris desa melaksanakan hibah dengan berpedoman pada

Persetujuan kePala desa ;

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan hal.Ls dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima Barang'

t2J Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf a dilaksanakan setelah

mendapatperseh.rjuarrBPDdanKeputusanKepalaDesa.

BAB XII

PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA

Pasal 35

.,-\ (1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dilakukan dalam

rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha

milik Desa atau Badan hukum lainnya yang dimiliki desa'

(21 penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. kekayaan desa yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen

penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik desa atau badan

hukum lainnya yang dimiliki desa dalam rangka penugasan pemerintah

; atau

b. kekayaan desa lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik

desa atau badan hukum lainnya yang dimiliki desa baik yang sudah

ada maupun yang akan dibentuk.



Pasal 36

(1) Penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa dapat berupa :

a. tanatr dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk disertakan sebagai modal pemerintah desa sesuai yang

tercantum dalam dokumen penganggaran ;

b. kekayaan desa selain tanah dan/atau bangunan'

(2) penetapan kekayaas desa berupa tanah dan/atau bangUnan yang akan

disertakan sebagai modal pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala desa sesuai batas kewinangannya

setelatr mendapat persetqiuarr BPD'

pasal 37

penyertaan modal pemerintah desa atas kekayaan desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut :

a. sekretaris desa mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah atas

tanah dan/atau bangunan kepada kepala desa disertai alasan /
pertimbangan dan kelengkapan data ;

b. kepala desa meneliti dan mengk4ii berdasarkan pertimbangan dan syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) ;

c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku' kepala desa

dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah

desa;

d. proses persetujuan penyertaan modal pemerintah desa dilaksanakan

dengan krpedoman pada ketentuan pasal 35 ayat {21 dan pasal 36

ayat (2) ;

e. kepala desa menyiapkan rancangan keputusan kepala desa tentang

penyertaan modal pemerintah desa kepada BPD unhrk ditetapkan ;

f. sekretaris desa melaktrkan serah terima barang kepada badan usaha milik

desa atau badan hukum lainnya milik desa yang dituangkan dalam berita

acara serah terima barang setelah keputusan kepala desa ditetapkan'

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 38

(1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa, dilalmkan dalam

hal kekayaan desa dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi



pemusnahan dan karena sebab-sebab lainnya'

(2) yang dimaksud beralih kepemilikan dan sebab sebab lainnya

sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kekayaan desa dimaksud telah

terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kelmatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya sedangkan sebab-sebab lainnya antara

lain adalah karena hilang, kecuriarr, terbakar, susut.

(3) penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala

Desa dengan menertibkan Keputusan Penghapusan'

Pasal 39

(1) Penghapusan kekayaan desa dari daftar kekayaan desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila kekayaan desa dimaksud tidak dapat digunakan, tidak

dapat dimanfaatkan dan tidak memiliki nilai ekonomis'

(2) Pemusnatran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Sekretaris Desa.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dihrangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa'

BAB XIV

PENATAUSAHAAN

Bagran Pertama

Pembukuan

Pasal 40

sekretaris Desa melalnrkan pendaftaran dan pencatatan kekayaan milik desa

ke dalam daftar barang menumt penggolongan dan kodilikasi barang'

Baglan Kedua

Inventarisasi

Pasal 4L

(1) Sekretaris Desa melakukan inventarisasi / sensus kekayaan desa

sekurang - kurangnya sekali dalam lima tahun'

(21 sekretaris desa menyampaikan laporan hasil inventarisasi / sensus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa selambat-

lambatnya B ( tiga ) bulan setelatr selesainya kegiatan inventarisasi /

sensus.



Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 42

(1) sekretaris desa men]rusun Laporan Barang sementara (LBS ) dan Laporan

BarangTahunan(LBT)untrrkdisampaikankepadaKepalaDesa.

{21 Kepala Desa menyampaikan Laporan kekayaan desa berupa tanah

dan/atau bangunan semesteran dan tahunan kepada Bupati melalui

Camat setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu wakhr apabila

diperlukan.

(3) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada

ayat{2|merupakanbagiandarilaporarrpertanggungjawaban.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan

desa.

Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan desa melalui audit

yang dilakukan oleh Pegawai Internal'

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Barang milik desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini

wqiib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya'

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketenfiran sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dibebankanpadaAPBDesa.

Pasal 45

Proses pemindahtanganan kekayaan desa ( penjualan atau tukar menukar )

yang permohonan ijinnya telah diqiukan oleh pemerintah desa kepada Bupati

sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka proses pemindahtan'ganan

dapat dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

(1)

{21



BAB XVTI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya peraturan ini maka semua ketentuan yang mengatur

mengenai kekayaan desa dan ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan

dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 47

semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan desa wqiib

meny€suaiakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Katingan ini

palinglambatl(satu)tahun,sejakditetapkannyaPeraturanini.

Pasal 48

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall Perattrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal 7 Awl 2ot/r

Diundangkandi Kasongan
pada tanggal I APil aDl4

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

JAINUDIN SAPRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4 NOMOR z \{L


